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PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN KONSERVASI SUMBER DAYA IKAN

Menimbang :

DI PERAIRAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

a. bahwa Kabupaten Kapuas Hulu memiliki wilayah perairan yang

cukup luas yang mengandung sumber daya ikan yang sangat
potensial dan memiliki arti penting dalam peranan dan manfaatnya
sebagai modal dasar pembangunan untuk mengupayakan
peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Kapuas Hulu;

. bahwa sumber daya ikan merupakan sumber daya hayati yang tidak

ternilai harganya, apabila dikelola dengan bijaksana dan baik akan
memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat;

bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan secara
menyeluruh di Kabupaten Kapuas Hulu, pengelolaan sumber daya
ikan perlu dilakukan dengan sebaik-sebaiknya berdasarkan keadilan
dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan
perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi
nelayan dan petani ikan kecil serta terbinanya kelestarian sumber
daya ikan dan lingkungannya yang akan meningkatkan ketahanan
daerah dalam menuju terwujudnya kesejahteraan rakyat ;

. bahwa dalam rangka menghindari kerusakan lingkungan hidup,

ekosistem dan habitat kehidupan perairan umum (danau, sungai,
pagong alam, kerinan/lebak, rawa, dan genangan air lainnya) di



Mengingat

Kabupaten Kapuas Hulu yang lebih luas akibat eksploitasi Sumber
Daya lkan yang tidak terkendali, perlu diadakan penataan sistem
penangkapan sumber daya ikan yang lebih terkoordinasi;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Pengelolaan dan Pengawasan Konservasi Sumber
Daya lkan di Perairan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3699);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah di ubah beberapa kali dan yang terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian
urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi
Sumber Daya lkan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Menetapkan:

Nomor 4779).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU
DAN

BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN
PENGAWASAN KONSERVASI SUMBER DAYA IKAN DI PERAIRAN
UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

®

Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan.

Kabupaten adalah Kabupaten Kapuas Hulu .

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah .

Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut dengan
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas
Hulu.

Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas
Hulu.

Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang ditunjuk karena



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

jabatannya mempunyai wewenang menjatuhkan sanksi terhadap
pelanggaran Peraturan Daerah ini .

Pihak berwenang adalah pihak atau badan yang oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku berwenang untuk melakukan
tindakan hukum .

Masyarakat adalah kumpulan orang-orang yang berdomisili di sekitar
perairan umum dan atau masyarakat yang berdomisili di dalam

Kabupaten Kapuas Hulu.

Lembaga Kemasyarakatan adalah Iembaga atau organisasi
sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Organisasi Massa
dan Organisasi Sosial yang berdomisili di Kapuas Hulu .

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya
mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan
pemasaran, yang dilaksananakan dalam suatu bisnis perikanan.

Sungai adalah merupakan alur atau tempat atau wadah air, sedimen,
dan ekosistem yang terkait mulai dari hulu sampai muara, serta kanan

dan kiri sepanjang pengalirannya dibatasi oleh garis sempadan.

Danau adalah merupakan wadah air dan ekosistem yang ada yang
terbentuk secara alamiah dapat berupa bagian dari sungai yang lebar
dan kedalamannya jauh melebihi ruas lain dari sungai yang
bersangkutan, termasuk situ, embung dan wadah air sejenis dengan
istilah sebutan lokal (telaha, ranu).

lkan adalah segala jenis hewan yang seluruh atau sebagian dari
siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

Pengelolaan dan pelestarian adalah segala upaya dan kegiatan
untuk mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya
alam hayati dan non hayati di lokasi danau lindung.

Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.

Konservasi sumber daya alam adalah segala upaya yang bertujuan
untuk melindungi, mengawetkan, dan melestarikan sumber daya alam

di lokasi perairan umum .

Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan,
pelestarian dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem,
jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan
kesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas
nilai dan keaneka ragaman sumber daya ikan.



20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Konservasi Ekosistem adalah upaya melindungi, melestarikan, dan
memanfaatkan fungsi ekosistem sebagai habitat penyangga kehidupan
sumber daya ikan pada waktu sekarang dan yang akan datang.

Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang
dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan

pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungan secara berkelanjutan.

Konservasi Genetik lkan adalah upaya melindungi, melestarikan,
dan memanfaatkan sumber daya ikan, untuk menjamin keberadaan,
ketersediaan dan kesinambungan sumber daya genetik ikan bagi
generasi sekarang maupun yang akan datang.

Pemanfaatan sumber daya ikan adalah kegiatan penangkapan ikan
dan atau pembudidayaan ikan.

Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk
memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan
di lokasi sungai, danau, kerinan dan lebak dengan alat atau cara
apapun .

Alat penangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-
benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan .

Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan
penangkapan ikan.

Kerusakan sumber daya ikan adalah terjadinya penurunan potensi
sumber daya ikan yang dapat membahayakan kelestariannya di lokasi
perairan umum yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang atau badan
hukum yang telah menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap
keseimbangan biologi atau daur hidup sumber daya ikan.

Pencemaran lingkungan sumber daya ikan adalah masuknya atau
dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke
dalam lingkungan sumber daya ikan sehingga kualitas lingkungan
sumber daya ikan turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan
lingkungan sumber daya ikan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi
lagi sesuai dengan peruntukannya.

Kerusakan lingkungan sumber daya ikan adalah suatu keadaan
lingkungan sumber daya ikan di suatu lokasi perairan umum yang telah
mengalami perubahan fisik, kimiawi dan hayati, sebagai akibat tindakan
seseorang atau badan hukum sehingga tidak atau kurang berfungsi
sebagai tempat hidup, mencari makan, berkembang biak atau
berlindung.



30. Restocking adalah salah satu upaya penambahan stock ikan
tangkapan untuk ditebarkan diperairan umum, pada perairan yang
dianggap telah mengalami krisis akibat padat tangkap atau tingkat
pemanfaatannya berlebihan.

BAB Il
AZAS, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

Pengelolaan dan pengawasan sumber daya ikan di perairan umum
Kabupaten diselenggarakan dengan azas manfaat, bertanggung jawab dan
berkelanjutan.

Pasal 3

Pengelolaan dan pengawasan sumber daya ikan di perairan umum

Kabupaten bertujuan untuk :

a. mengurangi kerusakan sumber daya ikan yang diakibatkan oleh
penangkapan yang berlebihan dan penggunaan alat tangkap yang tidak
selekiif;

b. meningkatkan dan memperbaiki kondisi sumber daya lkan;

c. merlindungi, melestarikan dan memanfaatkan sumber daya ikan,
termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan,
ketersediaan, dan kesinambungan dengan tetap memelihara dan
meningkatkan kualitas nilai dan keaneka ragaman sumber daya ikan;

d. meningkatkan peran serta masyarakat dan pemerintah dalam
pengelolaan sumber daya ikan;

e. meningkatkan kesadaran dan komitmen masyarakat dalam
pengelolaan, pengawasan perairan umum dan kawasan konservasi
sumber daya ikan;

f. menumbuhkan rasa kepedulian dan kepemilikan masyarakat terhadap
sumberdaya ikan dan biota ikan lainnya ;

g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, pembudidaya dan
masyarakat penerima manfaat lainnya;

h. mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan
lingkungan hidup dalam rangka pembangunan masyarakat Kapuas
Hulu seutuhnya.

Pasal 4

Sasaran pengelolaan, pengawasan dan konservasi sumber daya ikan di



perairan umum Kabupaten adalah :

a. terbentuknya daerah pengelolaan perairan umum (danau,
sungai, pagong alam, Kerinan /lebak, rawa, dan genangan air
lainnya) yang berbasis masyarakat;

b. terbentuknya daerah konservasi sumber daya ikan di Kabupaten;

c. terbentuknya pola kesadaran masyarakat tentang pola pelestarian dan
pengelolaan  perairan umum beserta mekanisme pelaksanaan dan
pengawasannya ;

d. tercapainya keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara manusia
dan sumber daya perikanan beserta biota lainnya;

e. terpeliharanya spesies endemik perairan umum Kabupaten;

f. tercapainya kelestarian sumber daya ikan dan biota lainnya;

erkendalinya dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya ikan
dan biota an biota  lainnya.

BAB Il

WILAYAH PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN
SUMBER DAYA IKAN

Pasal 5

(1) Perairan umum (Sungai, danau, pagong alam, Kerinan/lebak, rawa, dan
genangan air lainnya) di Kabupaten;

(2) Kawasan konservasi perairan di Kabupaten;

(3) Lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah perairan umum
Kabupaten;

BAB IV
PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA IKAN
DIPERAIRAN UMUM

Pasal 6

1) Sistem pengelolaan sumber daya ikan di Kabupaten dilakukan secara
bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat (ko-manajemen

pengelolaan sumber daya ikan).

2) Pengelolaan sumber daya ikan untuk kepentingan penangkapan ikan
dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat
dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.



Agar kegiatan pengelolaan sumber daya ikan dapat dilaksanakan
secara efektif dan efisien, maka perlu dilakukan pengaturan dan
pembatasan penangkapan ikan (zonasi).

Pengaturan dan pembatasan penangkapan ikan sebagai mana

dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:

a. penutupan sementara bagian tertentu dari penangkapan ikan
dengan maksud untuk memberi kesempatan bagi ikan-ikan muda
untuk tumbuh dan berkembang biak;

b. pengaturan penangkapan, dimana hanya diperbolehkan pada
bulan-bulan tertentu (Ketanjak biawan, tamaan tapah, dan kawasan

konservasi perairan,).

Dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan
pengawasan dengan melakukan penjagaan dan patroli pada perairan

umum dan kawasan konservasi.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh :

a. Pengawas Perikanan yang terdiri atas Penyidik Pegawai Negeri
Sipil Perikanan dan Penyidik Non Pegawai Negeri Sipil ;

b. Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan (POKMASWAS).

Bagian Pertama
Pengelolaan Habitat Ikan

Pasal 7

Dalam rangka memberikan kesempatan kepada ikan untuk
berkembang biak dan melestarikan sumber daya ikan maka perlu
adanya pengelolaan terhadap habitat-habitat ikan.

Pengelolaan habitat ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 butir a
meliputi :

a. pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan;

b. pengelolaan habitat ruaya ikan (tamaan tapah dan ketanjak

biawan).

Pengelolaan terhadap habitat ikan tersebut di lakukan pemerintah dan
masyarakat secara bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsinya
(Ko- Manajemen Perikanan).

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam
pengelolaan habitat ikan tersebut maka pemerintah menghargai
kearifan lokal selama tidak bertentangan dengan perundang-undangan



yang berlaku.

Hal-hal yang bersifat teknis dalam pengelolaan habitat ikan akan di atur

dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan Sumber Daya lkan
Pasal 8

Dalam rangka pemanfaatan yang bijaksana terhadap sumber daya ikan
sehingga menjamin kelangsungan hidup ikan, produktifitas yang
berkesinambungan dan tidak punahnya spesies-spesies ikan di
perairan pedalaman Kapuas Hulu perlu untuk melakukan pengawasan
terhadap aktivitas masyarakat di lingkungan perairan umum dan

kawasan konservasi sumber daya ikan.

Bahwa pengawasan sebagaimana di maksud pada ayat (1) di
laksanakan secara bersama-sama antara masyarakat, pemerintah
daerah, kepolisian dan semua steacholder yang berkepentingan
terhadap sumber daya ikan maupun karena tugas yang telah di

amanatkan padanya.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
Pengawasan terhadap penggunaan alat tangkap yang merusak sumber
daya ikan seperti :

a. penggunaan bahan kimia (potas, lanit, dan lain-lain);

b. penggunaan alat tangkap konpensional yang tidak standar;

c. penggunaan alat tangkap elekitrik seperti penggunaan alat setrum;

Hal-hal yang bersifat teknis dalam pengawasan sumber daya ikan akan

di atur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Konservasi jenis lkan

Pasal 9

Konservasi jenis ikan dilakukan dengan tujuan:

a.

b
C.
d

melindungi jenis ikan yang terancam punah;
mempertahankan keanekaragaman jenis ikan;
memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem; dan

memanfatkan sumber daya ikan secara berkelanjutan.
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Pasal 10

Konservasi jenis ikan dilakukan melalui:

a. penggolongan jenis ikan;

penetapan status perlindungan jenis ikan;
pemeliharaan;

pengembangbiakan;

© a0 o

penelitian dan pengembangan.

Pasal 11

(1) Penggolongan jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf
a terdiri atas:
a. jenis ikan yang dilindungi;

b. jenis ikan yang tidak dilindungi.

(2) Kriteria jenis ikan yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:
a. terancam punah ;
b. langka;
C. daerah penyebaran terbatas (endemik);
d. terjadinya penurunan jumlah populasi ikan dialam secara drastis;
dan atau

e. tingkat kemampuan reproduksi yang rendah.

Pasal 12

Penetapan status perlindungan jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBINAAN
Pasal 13

(1) Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya
pengelolaan dan pengawasan sumber daya ikan dilakukan pembinaan
masyarakat.

(2) Pembinaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat,
atau Kelompok Masyarakat.

(3) Dalam rangka pembinaan masyarakat dapat diberikan penghargaan atas



(1)
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upaya pengelolaan dan pengawasan sumber daya ikan.

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dapat
diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perseorangan dan atau
kelompok.

Penyuluhan yang intensif tentang pentingnya pelestarian sumber daya
ikan.

Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat yang bermukim
di sekitar perairan umum untuk tetap menjaga dan melestarikan
sumberdaya ikan dan ekosistemnya.

Melakukan koordinasi antar instansi terkait di daerah dalam

melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengawasannya.

Menjaga dan mengendalikan perairan umum dari gangguan lingkungan
perairan seperti misalnya pendangkalan, pencemaran dan lain-lain

Pasal 14

Untuk menjamin terselenggaranya pemanfaatan sumber daya ikan
secara berdaya guna, dilakukan pengawasan dan pengendalian
terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Dalam rangka pemanfaatan yang bijaksana terhadap sumber daya ikan
sehingga menjamin kelangsungan hidup ikan, produktifitas yang
berkesinambungan dan tidak punahnya spesies-spesies ikan di perairan
pedalaman Kapuas Hulu, maka setiap kelompok masyarakat
diperbolehkan membuat aturan adat, aturan lokal atau kearifan lokal
sepanjang tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Setiap orang atau badan hukum yang berdomisili di wilayah hukum adat
dan masyarakat pendatang diharuskan untuk mentaati hukum adat atau
kearifan lokal yang dibuat oleh masyarakat setempat.

Pemerintah menghargai setiap hukum adat atau kearifan lokal yang
dibuat oleh masyarakat sepanjang hukum adat atau kearifan lokal
tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi.
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BAB ViIi
KETENTUAN LARANGAN
Pasal 16

Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan
penangkapan atau pemanfaatan ikan dan biota lainnya dengan
menggunakan bahan atau alat yang dapat membahayakan, mencemari,
merusak kelestarian sumber daya ikan beserta biota lainnya dan
lingkungan di wilayah perairan Kabupaten.

Adapun bahan dan atau alat yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. bahan kimia : potas, lanit dan bahan kimia sejenisnya;
b. alat warin : warin dan atau alat sejenisnya yang berukuran (mes
size) lebih kecil dari % (tiga per empat) inci;
c. alat listrik atau arus listrik atau setrum.
Untuk kepentingan kelestarian sumber daya ikan diperairan umum
Kabupaten, setiap orang dilarang membudidayakan dan atau

memasukkan jenis ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan

lainnya di perairan umum Kabupaten.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat (2)
dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan

ayat(3) tidak berlaku sepanjang mengenai perbuatan yang dilakukan untuk

kepentingan penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya yang diatur dengan

Peraturan Bupati.

BAB Vi

KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 18
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Selain Pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana,

penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil

dilingkungan pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan

sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya
tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan
melakukan pemeriksaan;

c. melakukan penyitaan benda atau alat atau surat;
mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

e. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

f.  mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya
dengan pemeriksaan;

g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk
dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa
tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui
penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut
umum, tersangka atau keluarganya;

h. melakukan tindakan lain  menurut hukum vyang dapat
dipertanggungjawabkan.

BAB IX
KETENTUAN SANKSI PIDANA
Pasal 19

Setiap orang yang dengan sengaja diwilayah perairan umum Kabupaten
melakukan kegiatan yang dilarang sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diancam pidana kurungan paling
lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-
(Lima Puluh Juta Rupiah).

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
Pelanggaran.

Pasal 20
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Pembayaran uang denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (ayat 1),
menjadi hak Pemerintah Daerah dan disetor langsung ke kas daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dan belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini
sepanjang yang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 22
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal, 1 September 2009

BUPATI KAPUAS HULU,

Drs. H. ABANG TAMBUL HUSIN

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 2 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

Ir. H. MUHAMMAD SUKRI




Pembina Utama Muda
NIP.1959 0922 1989 03 1 004

.EMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2009
NOMOR 8
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 8 TAHUN 2009
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA IKAN

DI PERAIRAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU

UMUM

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan, serta untuk menindak lanjuti Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya lkan.Selain untuk
mengimplementasikan Peraturan di atas, pembentukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengawasan Sumber Daya
lkan di Perairan Umum Kabupaten Kapuas Hulu diharapkan dapat dijadikan
dasar hukum untuk membantu masyarakat dan aparat penegak hukum
dalam mengelola sumber daya ikan dan mengawasi aktifitas masyarakat
yang berpotensi terhadap kerusakan sumber daya ikan di perairan umum
Kabupaten Kapuas Hulu.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Huruf a
Yang dimaksud dengan mengurangi kerusakan sumber daya
ikan adalah mengurangi aktifitas masyarakat yang dapat
mengurangi potensi sumber daya ikan, misalnya menangkap
ikan dengan bahan kimia yang berbahaya (tuba, potas, lanit
dan lain-lain) dan atau alat tangkap yang tidak selektif seperti
bubu warin dan atau alat setrum.
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Pasal 4
Huruf b
Yang dimaksud dengan daerah konservasi sumber daya ikan
adalah daerah yang mempunyai batas-batas tertentu, yang di
dilindungi, diawasi dan dimanfaatkan secara bijak oleh
masyarakat yang dikukuhkan secara adat atau dengan
Keputusan Bupati.
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengelolaan sumber daya ikan yang
dilakukan secara bersama-sama antara masyarakat dan
pemerintah adalah pembagian tugas dan fungsi dalam
pengelolaan sesuai dengan kemampuan dan kavasitas masing-

masing.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Pasal 7

Yang dimaksud dengan Kelompok Masyarakat Pengawas
Perikanan (POKMASWAS) adalah kelompok masyarakat yang
dibentuk atas inisiatif masyarakat yang merupakan pelaksana
pengawasan di tingkat lapangan yang terdiri dari unsur tokoh
masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, nelayan,
pembudidaya ikan serta masyarakat maritim lainnya.

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas



Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

18
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